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BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN  

1. Perlindungan hukum terhadap korban perang antar kampung di pulau 

Adonara tidak terjadi karena penerapan hukum baik hukum positif ataupun 

hukum adat juga tidak terjadi. Aparat hanya menunggu peradilan adat 

yang akan dilaksanakan sebagai fungsi perlindungan hukum terhadap 

masyarakat. Sementara masyarakat juga menunggu peranan aktif dari 

penegak hukum seperti penjagaan untuk setiap kampung pada saat gapura 

pintu masuk dari kampung Lewonara dan kampung Lewobunga. Itupun 

sudah ada keputusan dari ketua adat.  

2. Penegakan hukum bagi pelaku tidak dilaksanakan di pulau Adonara terkait 

dengan perang antara kampung Lewonara dan kampung Lewobunga. Hal 

tersebut karena pelaku berasal dari semua penduduk kampung. Penduduk 

kampung itu  juga tidak mau menyampaikan sebenarnya siapa yang 

melakukan penganiayaan hingga terjadinya cacat dan meninggal. Berdalih 

hanya karena banyak yang melakukan, dan tidak bisa menemukan pelaku 

sebenarnya.  

B. SARAN 

1. Perlindungan hukum seharusnya dapat diberikan oleh aparat jika proses 

hukum berlaku. Warga kampung tidak akan mendapat perlindungan 

hukum yang seharusnya jika aparat tidak melakukan pencegahan apapun. 

Hanya berlaku pasif saja. Ketegasan Ketua adat harus bertindak secara 

adil.  
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2. Penegakan hukum harus terjadi, walaupun pelaku sudah diidentifikasi 

menunjukkan pelaku, perang ini sebenarnya bukanlah warisan budaya atau 

adat yang benar jika harus mengorbankan warganya. Oleh karena itu 

masing-masing dari kampung adat Ketua adat keduanya langsung harus 

sama-sama bertemu menyelesaikan masalah bersama-sama dengan aparat 

setempat. Putusan tersebut sebaiknya menghasilkan suatu kenyatan dan 

apabila dan aturan tertulis yang menjadi wujud dilakukan dan ditaati oleh 

Ketua adat. 
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